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Abstrak: Penelitian ini akan mengungkapan isu konflik sosial dari aspek konflik agraria dan upaya pelibatan perempuan khusunya ibu rumah tangga dalam pengelolaan konflik sosial. Dilaksanakan di Kabupaten Takalar tahun 2016 dan Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tahun 2018, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada tokoh kunci yang terlibat dalam konflik sosial dan Focus Group Discusion kepada ibu rumah tangga sebagai agen penyelesaian konflik sosial.
Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria telah berlangsung cukup lama dengan mengalami eskalasi yang berujung memakan korban jiwa, serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat dengan memediasi kedua belah pihak yang bertikai namun belum memiliki kesepakatan yang berpotensi kembali terjadi konflik sosial. Dengan keterlibatan perempuan sebagai subjek (aktor/pelaku) pada kelembagaan formal dan informal sehingga dapat berkontribusi secara positif melalui pemetaan potensi, permasalahan dan upaya pengelolaan konflik sosial.
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Abstarct: This research is trying to explore the issue of social conflicts in terms of agrarian aspects, and the efforts of women involvement especially housewives in managing of social conflicts. It has held in Takalar District (2016) and Timbuseng Village, North Polongbangkeng District, Takalar Regency in 2018, the technique of data collecting is by in-depth interview with the key persons who have already involved in social conflicts, and by Focus Group Discusion of  housewives as the agents of social conflict resolution.
This research shows that the agrarian conflict has been going on for a long time, it has reached an  escalation, and even leaded to fatalities. Therefore a series of efforts is conducted by the apparatus in order to mediate the conflictual parties, but these effors have not reached yet an agreement, and it has the potential to recur social conflicts. By involving of women as subjects (actors) in formal and informal institutions, they are able to contribute positively through mapping the potency and sources of conflics as well as the efforts to manage it. 
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Pendahuluan

Pengelolaan konflik yang telah banyak dilakukan cendrung bersifat reaktif dan jangka pendek hanya cenderung merespon permasalahan konflik yang nampak dipermukaan dan bersifat sekunder saja sehingga secara sporadis dapat muncul kembali. Oleh karena itu, penanganan konflik yang bersifat jangka panjang untuk bisa mencegah dan meredam konflik  yang terjadi merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk dilakukan oleh semua pihak termasuk lembaga perguruan tinggi.
Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan  yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang  mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik (Undang-undang Republik Indonesia Tentang Penanganan Konflik Sosial, Nomor 7 Tahun 2012).
Tulisan ini, didasarkan atas tiga perspektif teoretik dan beberapa hasil studi/penelitian. Perspektif teoretik yang digunakan adalah interaksionisme simbolik, konflik dan post-modernisme. Interaksionisme simbolik (George Herbert Blumer), mengemukakan tiga asumsi. Pertama, humans act toward things on the basis of the meanings they ascribe to those things (artinya, manusia bertindak terhadap hal-hal berdasarkan makna yang mereka anggap hal-hal itu). Kedua, the meaning of such things is derived from, or arises out of, the social interaction that one has with others and the society (artinya, "makna dari hal-hal seperti itu berasal dari, atau muncul dari, interaksi sosial yang dimiliki seseorang dengan orang lain dan masyarakat). Ketiga, "the Meanings are handled in, and modified through, an interpretative process used by the person in dealing with the things he/she encounters (artinya, "maknanya ditangani, dan dimodifikasi melalui, proses interpretatif yang digunakan oleh orang tersebut dalam berurusan dengan hal-hal yang dia temui). 
Blumer juga menganggap bahwa aktor dan tindakan sosial dalam konteks pragmatisme, dan termasuk lebih menekankan pada refleksi dan atau refleksivitas serta kreativitas yang melekat pada aktor dan dalam proses interaksi itu sendiri. Perspektif ini, menganggap berlangsungnya konflik dan belum terselesaikannya konflik tersebut, karena penafsiran yang berbeda dan belum adanya kesepahaman dan atau kesepakatan mengenai penyebab dan bentuk penyelesaian (Blumer, 1969).
Dahrendorf (1959), salah seorang tokoh yang mengembangkan model konflik, melihat bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh konflik kekuatan, yang bukan semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat; yang dilihatnya sebagai organisasi sosial. Lebih lanjut dikatakannya bahwa organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Karena itu, warga suatu masyarakat akan tergolong kedalam mereka yang ‘mempunyai’ dan yang miskin, dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan. Karena organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia, maka pembatasan-pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang miskin kekuasaan, yang terkena oleh pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Oleh Dahrendorf konflik dilihat sebagai sesuatu yang endemik, atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat (Suparlan, 2006).
Pandangan Marx mengenai asal muasal terjadinya konflik sosial di mulai dari pada awal kapitalisme, Marx yang mendasari teorinya mengenai pembentukan kelas pada pemilikan alat produksi, sedangkan Dahrendorf berpendapat bukan pada pemilikan alat produksi melainkan control terhadap alat produksi tersebut. Pusat perhatian Dahrendorf pada struktur otoritas dari perusahaan industri lebih dari pola pemilikan, selanjutnya Dahrendorf seperti Weber mengakui, pentingnya pembedaan antara kekuasaan dan otoritas, meskipun keduanya dapat digabungkan dalam hubungan tertentu dan pada umumnya pemikirannya lebih berfokus pada struktur sosial dan bukan pada kekusaaan murni. Sedangkan Parson lebih menekankan pada konsensus yang mendasar pada legitimasi. Kepentingan kelas yang berkuasa akan mempertahankan status-quo sementara kelas bawah menantang status tersebut, kepentingan kelas yang bersifat obyektif yang ditentukan secara strukturla dan tidak disdarai oleh individu disebut dengan “kepentingan latent”. Sebaliknya kepentingan kelas yang disadari oleh individu terutama kepentingan itu dengan sadar dikejar sebagai tujuan disebut dengan “kepentingan manifest”. Sedangkan Simmel menekankan pada ide bahwa konflik merupakan salah satu bentuk inetaraksi sosial yang dasar, dan bahwa proses konflik dihubungkan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama (Johnson, 1986).
Konsekuensi apa yang terjadi jika kelompok kepentingan yang berlawanan atau perasaan bermusuhan tersebut dipendam atau ditekan (refressed), ada dua konsekuensi yang bisa muncul.  Pertama, dipendamnya konflik dapat mengakibatkan putusnya hubungan. Kedua yang mungkin terjadi adalah mengelakkan perasaan bermusuhan itu dari sumber yang sebenarnya, dan mengembangkan suatu saluran alternative untuk mengungkapkannya seperti katup pengaman (safety valve) dengan dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusak solidaritas (Johnson, 1986).
Perspektif post-modernisme yang diwakili oleh Michel Foucault. Perspektif ini, menekankan pada strategi dan teknik kekuasaan, dan melihat bahwa kekuasaan tersebar di seluruh masyarakat, bukan terpusat pada organisasi  yang berkuasa penuh. Kekuasaan merupakan hak milik kolektif sebuah sistem sosial dari orang-orang yang saling bekerja sama sehingga memungkinkan terjadinya pemberdayaan dan disiplin kolektif. Dalam hal ini, yang dimaksud Foucault sebagai “pembentukan kekuasaan yang diskursif (discursive formation) berlangsung melalui mekanisme sosialisasi dan pembentukan komunitas yang menghasilkan individu-individu sebagai subjek dengan orientasi mental dan perilaku rutin yang khas. Sementara para atasan dalam relasi kuasa ini adalah mereka yang “diberi otoritas” untuk mendisiplinkan orang lain. Bentuk kekuasaan yang paling efektif dan dapat tersebar luas terjadi ketika orang belajar melakukan disiplin atas perilaku mereka sendiri. Mereka secara diskursif telah dibentuk menjadi bawahan yang taat tanapa membutuhkan tindakan langsung dari pimpinan atau atasan.
Lebih lanjut, analisis kekuasaan Foucault hadir dalam dua bentuk: empiris dan teoretis. Analisis empiris berkaitan dengan bentuk-bentuk kekuasaan historis (dan modern) dan bagaimana ini muncul dari bentuk-bentuk kekuasaan sebelumnya. Foucault menggambarkan tiga jenis kekuatan dalam analisis empirisnya: kekuatan berdaulat, kekuatan disiplin, dan bio-power (bio-power merupakan kekuatan yang memberikan pengaruh positif pada kehidupan, yang berupaya untuk mengelola, mengoptimalkan, dan melipatgandakannya, menjadikannya kontrol yang tepat dan peraturan yang komprehensif). Foucault umumnya kritis terhadap "teori" yang mencoba memberikan jawaban mutlak untuk "segalanya." Karena itu, ia menganggap "teorinya" tentang kekuasaan lebih dekat ke suatu metode daripada "teori" yang khas. Menurut Foucault, kebanyakan orang salah paham tentang kekuasaan. Karena alasan ini, ia menjelaskan bahwa kekuasaan tidak dapat sepenuhnya digambarkan sebagai: (1) Sekelompok lembaga dan / atau mekanisme yang bertujuan agar warga negara patuh dan menyerah pada negara (definisi kekuasaan liberal khas); (2) aturan (definisi psikoanalitik khas tentang kekuasaan); (3) Sistem umum dan penindasan di mana satu kelas sosial atau kelompok menindas yang lain (definisi kekuasaan yang khas feminis atau Marxis Ortodoks). 
Foucault tidak kritis dalam mempertimbangkan fenomena ini sebagai "kekuatan", tetapi mengklaim bahwa teori-teori kekuasaan ini tidak dapat sepenuhnya menggambarkan semua bentuk kekuasaan. Foucault juga mengklaim bahwa definisi kekuasaan liberal telah secara efektif menyembunyikan bentuk kekuasaan lainnya sejauh orang telah menerimanya secara tidak kritis (Lynch, R. A., 2011)
Bagaimana peran serta perempuan dalam upaya mendorong penyelesaian konflik sosial, hasil penelitian Ocktaviana et al., 2014, mengungkap peran perempuan di wilayah konflik, yaitu di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama ini dalam suatu konflik perempuan hanya dianggap sebagai korban padahal upaya informal yang ditempuh oleh kaum perempuan banyak memberikan kontribusi positif pada proses terciptanya perdamaian, perannya sebagai penyintas, dan inisiator perdamaian terlupakan dan tidak pernah mendapatkan keadilan. Dalam konflik sosial representasi perempuan sering termarginalkan, padahal untuk beberapa kasus konflik perempuan menjadi aktor perdamaian. Peran perempuan menjadi termarginalkan ketika proses perdamaian masuk pada proses formal (Sentiela Ocktaviana, 2014). 
Sedangkan hasil penelitian Suleman et al, 2009 menyebutkan bahwa a) kaum laki-laki sendiri tidak dapat menyelesdaikan sendiri konflik. Hal tersebut terbukti konflik terus berulang bahkan akan terjadi serangan lagi; b) karena kekhawatiran kaum perempuan sendiri, peristiwa konflik selain kerugian materi modal kehidupan rusak, juga akan menghilangkan nyawa seseorang apakah suami, sank atau anggota keluarga/saudara sendiri; c). Karena konflik yang terjadi ada unsur magis, adu kekuatan, yang ternyata dalam mengatasi konflik diperlukan peran perempuan. Selanjutnya peran perempuan dalam penyelesaian konflik adalah menjadi tameng dan berani mengambil resiko, serta mau berkorban secara moral dan secara psikologis demi keamanan dan kedamaian. Peran perempuan telah berperan langsung dalam penyelesaian konflik secara magis. Model resolusi konflik ini tidak ada dalam literatur modern, tetapi berdasarkan sysetm pengetahuan lokal dapat diselesaikan. Mekanisme penyelesaian konflik yang diperankan perempuan dilalui dengan langkah-langkah (1) indentifikasi masalah konflik, (2) memilah konflik individu yang terlibat, (3) merubah skala yang bakal terjadi; tetapi tidak berhasil; solusi konflik yang berhasil dilakukan dengan perlawanan yang substansial terhadap unsur kekuatan magis (Suleman, MS, & Mauluddin, 2009). 
Penelitian Ismiati, 2016 menyebutkan bahwa keberadaan aktivis perempuan dalam membangun damai Aceh dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan dan juga politik, baik pada masa konflik  maupun damai. Perempuan berjuang dan memainkan peran strategis untuk mempertahankan diri, keluarga dan komunitas masyarakat. Para aktivis perempuan aktif melakukan berbagai bentuk capacity building, penguatan dan pemberdayaan terutama bagi perempuan dan ikut berkontribusi dalam  pembangunan (Ismiati, 2016).
Penelitian Shonhaji, 2017 menyebutkan bahwa kehidupan masyarakat hanya dapat diamati dari adanya interaksi sosial, hubungan timbal balik antar indvidu yang ada dalam masyarakat. Proses interaksi sosial bisa saja berujud persaingan dan konflik, namun sangat dimungkin berbentuk kerjasama yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya keserasian sosial. Terwujudnya suatu keserasian sosial, sangat ditentukan oleh bagaimana proses interaksi sosial itu berlangsung. Kehidupan sosial antarkelompok cenderung tegang (tense) manakala intensitas interaksi rendah. Sebaliknya manakala intensitas interaksi tinggi, maka kehidupan sosial antarkelompok cenderung cair dan akan diwarnai oleh kedamaian, keserasian dan harmoni sosial. Keserasian sosial antar kelompok lintas etnik dalam masyarakat multietnik, tidak dapat terlepas dari adanya keterlibatan kaum perempuan. Analisis sosiologis terhadap kiprah kaum perempuan pada sektor publik dalam masyarakat multietnik sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, paling tidak dapat memberi gambaran lain bahwa kaum perempuan atau “wanito” tidak bisa dipandang sebelah mata (subordinatif) sebagai makluk lemah yang hanya berani ditata tetapi juga berani menata. Kaum perempuan tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi lebih didudukkan sebagai subyek pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran yang signifikan dalam mewarnai dinamika interaksi sosial antarkelompok etnik; Kaum perempuan di desa Sukaraja, tidak lagi dianggap sebagai konco wingking yang hanya memiliki peran domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga yang hanya mengurusi anak dan suami. Aktifitas merekapada sektor publik dalam berbagai bidang, baik sosial, adat istiadat, ekonomi, politik, dan keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada terwujudnya keserasian sosial pada masyarakat multietnik (Shonhaji, 2017). 
Dari hal tersebut diatas, pada penelitian ini akan lebih focus kepada mengungkapan isu konflik sosial dari aspek konflik agraria dan upaya pelibatan perempuan khusunya ibu rumah tangga dalam pengelolaan konflik sosial di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi sebanyak mungkin tentang masalah pokok yang dibahas. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif bertujuan menggambarkan secara objektif dan apa adanya tentang informasi kejadian konflik dan upaya-upaya penyelesaian konflik yang ada di Kabupaten Takalar sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan. 
Penelitian ini dilaksanakan dua tahap, tahap pertama mulai bulan Mei – Juni 2016 di Kabupaten Takalar, dan tahap kedua, bulan September – Oktober 2018 di Desa Timbuseng Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada tahap pertama teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada perwakilan tokoh-tokoh kunci yang terlibat langsung dan mengetahui informasi kejadian konflik  dan upaya-upaya penyelesaian konflik yang ada di Kabupaten Takalar selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2013 – 2016) mewakili berbagai stakeholder yaitu Dinas Sosial Kabupaten Takalar, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pekerja sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh perempuan, tokoh pemuda, perwakilan PTPN, serikat buruh PTPN, aparat kepolisian, aparat TNI dan aktor konflik.
Pada tahap kedua pelaksanaan penelitian ini yang dilaksanakan di Desa Timbuseng Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, melibatkan unsur Ibu Rumah Tangga sebanyak 26 Orang yang berasal dari 5 dusun yang ada. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik Focus Group Discussion (FGD). Dalam pelaksanaanya dibagi menjadi 3 kelompok kecil yang membahas: analisis waktu luang, pemetaan potensi konflik, kajian kelembagaan. Penetapan lokasi penelitian tahap ke 2 ini berdasar atas penelitian tahap pertama dimana telah terjadi konflik agraria/perkebunan yang terjadi di Desa Timbuseng Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Setelah data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan lingkup permasalahan yang dibahas, selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan apa adanya serta menjelaskan secara komprehensif (menyeluruh) Data yang dikumpulkan dilapangan dipisahkan menurut pembahasan masing-masing permasalahan. Untuk memperkuat data tersebut dilakukan FGD di Desa. Data tersebut dianalisa berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya hasil analisis data tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan untuk memudahkan pembaca.

Hasil dan Pembahasan 
· Isu Konflik Sosial 
Konflik yang terjadi di Kabupaten Takalar merupakan konflik pengelolaan lahan perkebunan tebu yang melibatkan dua kelompok yang bertikai yaitu pihak Perseroan Terbatas Perkebunan Negara XIV Pabrik Gula Takalar (PTPN XIV PG Takalar) dengan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Kabupaten Takalar, yang berlokasi di Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
Konflik tenurial, antara masyarakat petani Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan dengan pihak PTP XIV diatas lahan seluas 6,546.22 pada awalnya merupakan tanah pertanian yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat setempat yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk pemenuhan kebutuhan mereka secara turun-temurun sejak sekitar tahun 1942 yang didasari bukti penguasaan fisik/ penggarapan dengan pengakuan dan saksi-saksi sesama penduduk serta Kepala Desa saat itu yang sebagian lahan pertanian tersebut telah terbayarkan pajaknya oleh para petani sejak tahun 1960 hingg sebagaian besar telah memperoleh surat pengakuan hak dari pemerintah setempat pada tahun 1980-an sebagai bentuk legitimasi pemerintah atas kepemilikan lahan masyarakat. Selain itu kuburan tua juga ditemukan disekitar lahan sengketa tersebut, kuburan yang diperkirakan ada sejak tahun 1961 hingga 1962.
Pada dasarnya konflik tenurial ini dimulai pada saat diterbitkannya SK Bupati tahun 1978 tentang isin perkebunan tebu kepada PT. Madu Baru tanpa didasari kesepakatan dari semua pemilik tanah yang mana ditentukan harga sebesar Rp. 10/ m2, untuk tanah P2. Saat itu masyarakat tidak menyetejui harga tersebut namun pihak PTPN dan aparat melakukan berbagai macam cara kekerasan agar masyarakat mau menerima kesepakatan tersebut sampai pada munculnya isu-isu untuk memperlemah masyarakat bahwa tanah mereka tidak diambil sterusnya, namun hanya dikontrak selama 25 tahun. Namun tetap saja masyarakat tidak menyetujui hal tersebut, hal demikian juga lagi lagi dibarengi dengan tindakan paksaan dengan berbagai macam issu, seperti “siapa saja yang tidak memberikan tanahnya maka dia akan dianggap tidak mendukung pembangunan, dan yang melakukan perlawanan akan dianggap sebagai komunis” hingga perusahaan berhasil menguasai tanah tanah yang sebelumnya digarap dan dikelolah oleh masyarakat.
Dalam proses ganti rugi lahan tersebut, ditemukan pula fakta bahwa biaya ganti rugi tersebut menjadi dana incaran para borjuasi lokal. banyaknya, pejabat teras Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Takalar juga ikut mengklaim kepemilikan lahan di perkebunan tebu PT. Madu Baru. Para pejabat dan kroni tersebut adalah : (1) Mantan Gubernur Sulsel (Achmad Lamo) seluas 12 Ha; (2) Anak mantan Gubernur Sulsel berinisial Gi AL seluas 15 Ha; (3) Mantan Sekwilda Prop. Sulsel berinisial A.Ptr bersama anaknya Kam Patr, masing-masing  seluas 10 Ha; (4) Sekwilda Prop. Sulsel (pada saat pembebasan, berinisial Drs. M. Dg. Np.) seluas 10 Ha; (5) S Arn DT (Anak Sekwilda Prop. Sulsel) seluas 5 ha; (6) P. To (Isteri camat Polongbangkeng) seluas 10 ha; (7) Ketua DPRD Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Hsj Mu) seluas 10 Ha; (8) Kasubdit Agraria Kab. Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Ach An) seluas 10 Ha; (9) Kasubdit Sospol Kab. Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Rud Is) seluas 6 Ha.
Pada tahun 1982 PT Madu Baru beralih/diambil  alih oleh PTP XXIV-XXV akibat banyaknya permasalahan dalam proses pembebasan lahan, sehingga pada tahun yang sama di bentuk kembali panitia pembebasan lahan yang dikenal dengan panitia 9 yang di SK kan oleh mendagri. Akan tetapi dalam proses pembebasan lahan juga sangat banyak kecurangan dan manipulasi di dalam prosesnya, ada banyak masyarakat yang di ambil alih lahannya akan tetapi tidak mendapatkanbiaya ganti rugi. Dan ketika masyarakat mempertanyakan biaya ganti rugi tersebut, panitia 9 hanya menjawab bahwa uangnya telah habis.
Pada tahun 1996 PTP XXIV-XXV berubah nama menjadi PTPN XIV setelah keluarnya kebijakan untuk penggabungan beberapa badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian di Indonesia Timur. Dan hingga saat ini perusahaan tersebut menguasai 6.728,15 Ha yang terdiri dari bangunan dan perkebunan.
Sejak tahun 1980an hingga kini telah banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat di semua desa yang masuk dalam HGU perusahaan, mulai dari menduduki lahan, menanami dengan berbagai macam tanaman seperti padi, jagung, hingga memasukkan ternak mereka kedalam lahan sengketa dan juga memasang patok patok sebagai tanda kepemilikan masyarakat. 
Pada tahun 2004 masyarakat melakukan perjuangan untuk kembali merebut tanahnya setalah HGU milik PTPN telah habis, namun ternyata bupati kepala daerah takalar kembali menerbitkan perpanjangan HGU PTPN.
Tahun 2009 perlawanan rakyat Polongbangkeng mulai terkonsolidasi dengan baik di 11 desa, Pemprov Sulsel juga membentuk Tim Mediasi penyelesaian sengketa yang diketuai oleh Wakil Gubernur Agus Arifin Nu’mang.Pihak PTPN XIV meminta aparat kepolisian untuk membantu pengamanan di perkebunan tebu milik PTPN. Polisi menempatkan aparat Brimob untuk melakukan pengaman di lokasi PTPN. Terjadi beberapa kali insiden kecil antara Brimob POLDA Sulsel dengan warga Polongbangkeng, hingga terjadi penembakan terhadap 4 orang petani Pakkawa, Desa Parangluara pada oktober 2008. Dan beberapa orang petani Polongbangkeng di tangkap polisi dengan tuduhan melakukan pengrusakan dan penyerobotan kebun tebu milik PTPN XIV. Oktober 2009, terjadi peristiwa bentrokan berdarah antara pihak kepolisian/Brimob dibantu oleh karyawan PTPN XIV dengan petani Polongbangkeng. 8 orang petani kena tembak, puluhan petani ditangkap dan ditahan, dan seratusan petani lainnya mendapatkan surat panggilan polisi sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Terjadi intimidasi dan terror yang dilakukan oleh aparat Brimob di perkampungan warga. Diakhir tahun 2009 rakyat Polongbangkeng membentuk dan mendeklarasikan berdirnya Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar. Kemudian kembali melakukan perjuangan politik yang dipimpin langsung oleh organisasinya, tuntutan-tuntutan penyelesaian konflik yang ada, didesakkan lagi ke pemerintah kabupaten dan DPRD Takalar melalui aksi-aksi massa yang didukung penuh oleh aliansi yang telah terbentuk, tidak lupa juga tuntutan ke KOMNAS HAM untuk mengusut tuntas dugaan  pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap petani Polongbangkeng agar segera diselesaikan.
Sejak terbentuknya organisasi tani STP, telah seringkali melakukan aksi aksi, baikitu dilakukan dalam lahan sengketa, ke kantor pemerintahan kabupaten maupun sampai di tingkat provinsi guna menyuarakan dan mendorong penyelesaian sengketa yang dialaminya.
Namun saat ini telah banyak lahan yang telah dikuasai oleh anggota STP dan telah digarap sebagai areal persawahan, yang menurut pihak PTPN lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat telah mencapai 1000an Ha.
Kondisi terakhir, bentuk konflik antar karyawan pablik gula (PG) Takalar dengan masyarakat stempat dalam hal ini masyarakat sudah menafsirkan tentang hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara XIV yang akan berakhir sekitar tahun 2022 – 2024 dengan berakhirnya Hak Guna Usaha tersebut secara serta merta tanah kembali kepada masyarakat. Padahal HGU bersifat status kepemilikan dan dapat diperpanjang lagi kalau PTPN masih membutuhkan. Hal tersebut sehingga masyarakat menuntut lahan garapannya yang dikuasai PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. 

· Upaya Penyelesian Konflik 
Upaya-upaya yang pernah dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan tersebut antara lain oleh pihak Kepolisian Resort Takalar sejak munculnya sengketa lahan Pabrik Gula Takalar tahun 2008 yang lalu telah melakukan serangkaian pertemuan yang dikemas dalam rapat mabbulo sibatang melibatkan masyarakat STP sebagai upaya penggalangan dan pendekatan secara persuasif, pengamanan kegiatan pengolahan, penamanan dan perawatan tanaman tebu di lahan PG Takalar, Memfasilitasi sejumlah pertemuan antara pihak STP Takalar dengan pihak PG Takalar dan Pemda Takalar, Melakukan penggalangan dengan pengurus STP, tokoh masyarakat, Melakukan penyelidikan terhadap kelompok-kelompok STP maupun pihak lain yang menjadi tokoh penggerak / provokator, Melakukan pengamanan terbuka dan tertutup pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak PG Takalar, Melakukan proses hukum secara profesional dan proforsional setiap laporan pelanggaran hukum yang terjadi, Safari Jumat menjadi rutinitas Kapolres bersama Staf di Desa yang bersentuhan langsung dengan lokasi lahan PG Takalar, Serangkaian Pertemuan Forkominda membahas solusi penyelesian konflik melalui pola kemitraan / kerjasama plasma inti.
· Peran Perempuan dalam Mewujudkan Penyelesaian Konflik Sosial
Selain upaya yang telah dilakukan oleh aparatur negara dalam penyelasaian konflik tersebut berikut keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik sosial, dapat dibagi kedalam tiga aspek pertama  pemanfaatan waktu luang, kedua keterlibatan perempuan dalam kelembagaan sscial dan yang ketiga upaya penyelasaian konflik sosial. 
Pertama, pemetaan kegiatan harian ibu-ibu rumah tangga selama dua puluh empat jam (24 jam) dengan menggunakan instrumen matrik kalender harian. Selain mengungkap jenis kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu, instrumen ini juga akan memberikan gambaran tentang waktu-waktu yang tepat untuk dapat melakukan penguatan potensi terhadap ibu-ibu rumah tangga. Dari matriks tersebut juga diharapkan dapat menjelaskan kegiatan ibu rumah tangga yang berpotensi menimbulkan konflik terutama dalam kehidupan bertetangga. Pemetaan waktu luang bagi ibu rumah tangga juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap ibu-ibu rumah tangga bahwa waktu luang yang ada dapat digunakan untuk berkumpul bersama dan membericarakan permasalahan di lingkungan sekitar yang berpotensi menimbulkan koflik. Melalui pemetaan tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan penyadaran kepada ibu-ibu rumah tangga bahwa selain tetap dapat melangsungkan aktifitas mengurus rumah tangga juga dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan konflik baik dalam bentuk pencegahan maupun penyelesaian konflik yang terjadi. Dari hasil pemetaan kalender harian, karena penduduk Desa Timbuseng mayoritas bermata pencaharian sebagai petani maka sebagian besar waktu dihabiskan pada sektor pertanian (bertani, berladang, dan beternak sapi) sedangkan ibu rumah tangga sebagian besar waktu dihabiskan untuk mengelola kegiatan rumah tangga seperti: menyiapkan sarapan pagi dan kebutuhan rumah tangga, menyapu, menyiram tanaman, menyetrika, mengantar anak sekolah, mengembala sapi. Kedua pemetaan kelembagaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah kelembagaan yang ada di Desa Timbuseng serta kelembagaan yang mengakar dan fungsional dalam masyarakat. Kelembagaan masyarakat yang ada tersebut, selain merupakan sebagai katup pengaman dan pencegahan terjadinya konflik juga berpotensi menimbulkan berbagai macam konflik. Sebagai katup pengaman dan pencegahan konflik maka kelembagaan yang ada diharapkan menjalankan fungsinya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya ketika tugas dan fungsinya tidak dijalankan maka potensinya adalah dapat memicu dan menjadi pemantik terjadinya konflik di masyarakat.
Kelembagaan yang ada di Desa Timbuseng yaitu BPD (Badan Permusyawaran Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Karang Taruna, PNPM Mandiri Pedesaan/Simpan Pinjam, Koperasi harian, Majelis Taklim/Pengajian, Pabrik Gula, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Kelompok Arisan, unsur perempuan terlibat dalam kegiatan tersebut akan tetapi pada pemetaan kelembagaan dengan menggunakan diagram venn memperlihatkan bahwa beberapa kelembagaan yang dianggap oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga seperti BPD, LPM, PKK belum banyak dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. Sementara kelembagaan lain seperti koperasi PNPM, posyandu, poskades dan beberapa lembaga lainnya telah dianggap memiliki fungsi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.  Oleh kerana itu untuk mencegah potensi konflik yang mungkin terjadi dan menyelesaikan permasalahan yang ada maka kelembagaan yang telah ada dilakukan upaya optimalisai peran dan fungsi dalam masyarakat sehingga dapat berkelanjutan.
Ketiga, upaya penyelesaian konflik sosial, Ibu Rumah Tangga menyadari bahwa terdapat permasalahan konflik lahan masyarakat dengan Pabrik Gula Takalar dimana akar penyebab masalahnya adalah kepemilikan lahan atas HGU (Hak Guna Usaha), solusi yang ditawarkan pendataan kepemilikan dengan melibaatkan kepala desa timbuseng, dan mereka dilibatkan dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dengan cara ikut memberikan masukan kepada pihak desa. Ibu rumah tangga telah mengambil peran terkait kasus tersebut diatas melalui pendekatan secara kelembagaan dengan melibatkan diri dalam berbagai macam pertemuan.

Kesimpulan
Konflik sosial khususnya konflik lahan antara PTPN XIV Makassar/ PG Takalar dengan STP Kabupaten telah berlangsung cukup lama dengan sering mengalami eskalasi yang berujung memakan korban jiwa, serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat kepolilisian dengan memediasi kedua belah pihak yang bertikai namun belum memiliki kesepakatan yang berpotensi kembali terjadi konflik sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melibatkan perempuan/Ibu rumah tangga dalam upaya penyelesaian  konflik sosial dengan terlibat langsung, kemdian ibu rumah tangga dapat memetakan potensi dan permasalahan serta dapat memberikan solusi dalam penyelesaian konflik sosial. Perempuan dalam hal in ibu rumah tangga harus tampil sebagai subjek (aktor/pelaku) dalam setiap aktivitas kelembagaan yang ada di Desa, bukan sebaliknya sebagai objek yang masih beranggapan sebagai kaum lemah dan tidak tahu persolaan perkembangan pembangunan.
Hal tersebut menjadi rekomendasi kepada seluruh pihak agar melibatkan perempuan khususnya ibu rumah tangga pada setiap aktifitas yang ada di pada tingkat paling rendah seperti desa sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, sehingga identifikasi potensi konflik sosial dapat dideteksi sedini mungkin dan tidak berujung kepada kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. 
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Lampiran :

Gambar 1. Diagram Venn Kelembagaan di Desa Timbuseng
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Keterangan : 
· Lingkaran besar dan lingkaran kecil pada lembaga formal/informal menunjukkan kemampuan lembaga tersebut baik secara finansial, struktur, kemapanan.
· Jarak Jauh dan dekatnya lembaga menunjukkan bahwa lembaga tersebut berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat.
